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BUPATI ITATUNA

PROVIilSI I(EPULI\UAtr RIAU

PERATURAIT BUPATI NATUITA

PROVINST KEPULAUAN RIAU

ITODIOR 39 TAITUil 2()15

TEITTAITG

PEIYYELEITGGARAAN SISTEM PEITGEIIDALIAN IIITERN PEMERINTAII

DI LIITGKUISGAIT PEMTRIISTAII I(ABT'PATEIS ISATT'ITA

DEITGAIT RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPA?I I{ATI'I[A,

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun
dan diterapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 6O Peraturan Pemerintah
Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan
pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten
Natuna.

Meninbang:

fisngingat : 1. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1.999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singgingi dan Kota Batam (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 18L, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagairnana
telah ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2AA8 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batarn {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia a88O);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2AO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 137, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a25Ol;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Penreri.ntah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a381;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Idonesia Tahun 20fi Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Al4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9ah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nornor 244, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2O0O tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewena.ngan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2AOl Nomor 4L);

3.

4"

6.

7.

FAftAF NOOTTDINASI

8.
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9. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (krnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47371;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 L Tahun 2OLL
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor 13O );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OOO tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewena.ngrrn Frovinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2OOl Nomor 41);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah pembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)

1,7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OOg tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L27, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);

SARAFKOO
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Menetapken

TETI/fTISIIAIT:

: PERATT'RAIT BI'PATI TEI{TAITG PEffi
SISTET PEITGEI{DALIAJU INTERIT PPUTRIITTAII
DILIilGKUNGAIT PEUERIITTAII KABI'PATEIT NATT'ITA

BAB I
I{EIEITTUAIT I'UTIU

Pesel 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Natuna.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna

4. Inspelrtorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern
Pemerintah Ifubupaten yang bertanggung jawab langsung
kepada Bupati.

5. Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Bupati dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah Natuna yar:rg
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rafyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, dan Sahran Kerja lainnya sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan.

7. Sistem Pengendalian Intern (SPIP) adalah proses integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya hrjuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan elisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, YmB selanjutnya
disinglrat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyelunrh terhadap proses
perancangan dan pelaksanaan kebiiakan serta
perenc€ulaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan hrgas dan fungsi
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10.

11.

12.

13.

L4.

15.

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Audit, adalah proses identilikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,
obyektif dan profesional berdasarkan standar audit,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan hrgas dan fungsi Instansi Pemerintsh.

Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bulrti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norrna yang telah ditetapkan.

Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar,
rencana, atau norrna yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempenganrhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.
Pemantauan, adalah proses penilaian kemqiuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan
pengawasan yang antara lain benrpa sosialisasi mengenai
pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan,
pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil
pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah
Pehrnjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Katnrpaten
Nahrna tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat
kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan
pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen
pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh
unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan
pemerintahan daerah /SKPD dalam rangka menjamin
pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daeratr yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan Kabupaten Natuna.

(2\ Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP
sebagaimana diattr dalam Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan perattrran pelaksanaannya.PARAFKOORDItIaSI
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(1)

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertujuan
untuk memberikan keyakinan yang memadai bagt
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian hrjuan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Natuana,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
daerah, dan ketaatan terhadap peratrrran Perundang-
undangan.

BAB U

PEIYYELENGGARAAIT SPIP PADA PEMERIITTAII

KABUPATEIT ITATT'ITA

ksal 3

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna wajib
menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) yang meliputi unsur:

a. Lingkungan Pengendalian;

b. Penilaian Risiko;

c. Kegiatan Pengendalian;

d. Informasi dan Komunikasi; dan

e. PemantauanPengendalianlntern.

Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4
sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 6O
Tatrun 2OOB tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat tzl dilaksanakan menyatu dan menjadi
bagran integral dari kegiatan SKPD.

Pasel 4

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Natuna.

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan
pedoman teknis penyelenggaraErn SPIP yang ditetapkan
oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Pehrnjuk Pelaksanaan Penyelerrggaraan SPIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Natrrna.

(21

(3)

(t)

(21

PARAF KOORDINA
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Pa$al 5

Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP
dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna.

Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah
Kabupaten Natuna ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEIYGUATAI{ EFEIMTVTTAS PEIWELEITGGARAAIT SPIP

Pesal 6

Pemimpin SKPD bertanggung jawab atas efektivitas
penyelenggaraan SPI di lingkungan masing*masing.

Unhrk memperlmat dan menunjang efektivitas SPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilalmkan
pengawasan intern atas penyelenggaraan tuga.s dan
fungsi SKPD termasuk akr.rntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna;

Inspektorat Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Natuna melakukan pengawasan
terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

(1)

(21

(1)

{21

*ARAF I{.OGRDINA



BAB IV
I{D,TDITTUAIT PETUTTIP

nmd 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Perattrran Bupati ini dengan penempatann5ra
dalam Berita daerah Kabupaten Nattrna.

Ditetapkan di Ranai.

pada tanggal bjr.tui zots

J

BUPATI NATUNA

., ttd

ILYAS SABLI

Diundanglran di Ranai

pada tanggal b !,a\t '?ots
SEITRSf,ARIS DAENAII

I(ABUpATEN ilATUITA,

SYATSIIRIZIOIT

BERTTA DAERAII IIABUFATETY rAfimA TAIrIril 2015 ilOUOR 39
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